WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangandan Gizi, dan untuk
mewujudkan ketahanan pangan di Kota Cirebon, perlu
adanya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan
pangan pemerintah Kota Cirebon yang merupakan bagian

dari sub sistem Cadangan Pangan Nasional,;

. bahwa pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan

pangan daerah sangat penting dalam rangka memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan
darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau
masyarakat rawan pangan karena kemiskinan serta

terjadinya gejolak harga atau keadaan darurat tertentu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Cirebon tentang Pengadaan, Pengelolaan dan

Penyaluran Cadangan Pangan;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukkan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di



Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4400);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5680);



9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ketahanan Pangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 670);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011
tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran
dan  Pertanggungjawaban Dana Cadangan  Beras

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 462);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Prosedur dan Mekanisme Pengaturan Cadangan Pangan
Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
943);

Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan Menteri Koordinator = Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor: KEP-46/M.EKON/08/
2005, Nomor: 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang
Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras
Pemerintah;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan
Pangan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon

Tahun 2013 Nomor 6);



Menetapkan

16.

17.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota

Cirebon Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN,

PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah Kota adalah Kota Cirebon.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan

Perikanan Kota Cirebon.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian,

Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.

. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,



10.

11.

12.

13.

14.

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman.

Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok
Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah
Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok
Daerah Kota Cirebon.

Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan di
seluruh plosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi
manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi
keadaan darurat. terdiri dari Cadangan Pangan
Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan
yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat
atau rumah tangga yang tingkat Ketersediaan dan
Keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi
standard kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan
kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya
pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur
dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan
Pangan (Food in Security Atlas/FIA).

Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan
pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang
disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam,
maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya
perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat
akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial
ekonomi, maupun sebab lainnya.

Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu
yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang
memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar
prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya
bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung
berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor,

kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan



